
 

 

 

 

 

 
 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN  BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR: 20 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

`PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020  

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

TAHUN 2021 

 

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksesuaian perencanaan 

dan penganggaran dengan perkembangan keadaan saat 

ini, sesuai dengan amat Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 pasal 50 ayat (1) dan Permendagri Nomor 86 

Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) perlu dilakukan 

perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2021; 

b. bahwa untuk menjaga konsistensi antara perencanaan 

dan penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan 

penyusunan rancangan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 

maka perlu dituangkan dalam dokumen Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

SALINAN 



 

 

pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  8. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 

1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 



 

 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 

Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 87); 

  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 

tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 

Anggaran Daerah Tahunan (Berita NegaraRepublik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur 

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan 



 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2009 Nomor 3); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 

Nomor 1); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-

2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2013 Nomor 12); 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Nomor 6 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018  Nomor 

6); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021. 

 

 



 

 

Pasal   I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 3 

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 

merupakan hasil Penjaringan aspirasi masyarakat melalui 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang didalamnya 

terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaanya. 

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai: 

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021; 

b. Pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS); 

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; 

d. Sebagai instrument Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; dan 

e. Acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat dalam menyusun Perubahan APBD Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun Anggaran 2021. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut : 

 

Pasal 4 

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021: 

a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan 

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 

sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran 

di DPRD; dan 

b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan 

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan 

DPRD.  

 

3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir 

dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 



 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat. 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal, 03 Agustus 2021 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

                    ttd 

 

             ANWAR SADAT 

Diundangkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal, 03 Agustus 2021 
 

 SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

                            ttd        

 

                    AGUS SANUSI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021 

NOMOR 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 
H. ANGSORI, S.Ag.,MH 

NIP. 19700414 199803 1 005 

 
 


